ABSTRAK

Khalid Gailea. Kritik Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung tentang Penetapan Asal
usul Anak Tanpa Nikah dan Implikasinya Kepada Hak-hak Keperdataan Anak.

Menurut para ulama, anak luar nikah (hasil zina) tidak memiliki hubungan nasab atau keperdataan
antara dirinya dengan ayahnya, yang ada ialah hubungan rasab antara anak dengan ibunya. Pendapat yang
lainnya bahwa anak luar nikah juga tidak ada hubungan nasab antara dia dengan ibunya, sebab hubungan itu
diukur pada sah tidaknya suatu hubungan perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 menetapkan anak luar nikah dapat dihubung nasab dan keperdataannya kepada ayah dan
ibunya, kemudian Putusan MA Putusan Nomor 751 K/Ag/2017 juga demikian, anak tanpa nikah atau hasil
zina mempunyai hubungan mahram dengan ayah dan ibu kandungnya, namun tidak mempunyai nasab syar’i.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal sebagai berikut: (1) substansi putusan dan
argumen hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam memutus dan menetapkan kedudukan anak
tanpa nikah; (2) pendekatan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus dan menetapkan
kedudukan anak tanpa nikah; (3) kritik konsistensi penafsiran dan penerapan hukum Putusan Mahkamah
Agung dalam memutus dan menetapkan kedudukan anak tanpa nikah; (4) kritik ambiguitas dalam substansi
Putusan Mahkamah Agung dalam memutus dan menetapkan kedudukan anak tanpa nikah; dan (5) Implikasi
hukum Putusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan asal usul anak tanpa nikah kepada hak-hak
keperdataan anak.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah (1) Grand Theory : Teori Magqasid Syari’ah oleh
Muhammad al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqot, yang menegaskan bahwa magqashid al-syari’ah
merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah
adalah untuk menarik manfaat dan menolak madharat; (2) Middle Rangs Theory : Teori Penegakkan Hukum
dari Cst Kansil, menurutnya penegakkan hukum adalah memastikan hukum berlaku untuk semua lapisan
masyarakat tanpa kecuali. Tegaknya hukum yang dimaksudkan adalah keputusan hukum yang hanya
berdasarkan kepada hukum yang berlaku secara normatif, artinya menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur secara pasti; (3) Applied Theory: Kritik Hukum Islam (Critical of
Islamic Legal Studies) dari Muchamad Ali Safa’a dalam karyanya yang berjudul Gerakan Studi Hukum Kritis,
menurutnya solusi hukum Islam terhadap doktrin hukum menggunakan tiga metode, yaitu: (1) Trashing, yaitu
langkah untuk antitesis atas pemikiran hukum yang telah terbentuk. Metode ini dilakukan untuk menunjukkan
bahwa dalam doktrin tersebut terdapat kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi
yang meragukan; (2) Deconstruction, yakni upaya untuk membongkar pemikiran yang telah terbentuk.
Dengan melakukan pembongkaran, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum; dan (3) Geneology,
yakni metode penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Hal ini digunakan karena interpretasi
sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki otoritas.

Jenis penelitian ini kualitatif, metodenya deskriptif analisis, pendekatan yuridis normatif, Sumber
data primer Putusan MK dan MA tentang penetapan asal usul anak tanpa nikah. Data sekunder Undang-
Undang Perkawinan, KHI, dan UUPA. Data Tertier, buku, kitab, jurnal, dan media literatur lainnya. Data
dikumpulkan dengan metode literatur dan dekumentatif dan dianalisis dengan metode analisis isi.

Kesimpuan penelitian: (1) Analisis substansi putusan dan argumen hukum Mahkamah Agung adalah
sebagai bentuk perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi sesuai kaidah hukum itu mengikuti kemaslahatan
dan adanya pernikahan keduabelah pihak; (2) pendekatan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung
adalah pendekatan kemaslahatan, pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis administratif, dan
pendekatan fakta hukum di Pengadilan bahwa ayahnya mengakui bahwa anaknya merupakan darah
dagingnya; (3) kritik konsistensi penafsiran dan penerapan hukum adalah memertimbangkan adanya
kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum karena status anak yang dilahirkan di luar perkawinan
yang sah dapat diakui dan dapat dibuktikan sebagai anak biologis mempunyai hubungan darah (hubungan
mahram) dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya; (4) Kritik ambiguitas dalam substansi Putusan
Mahkamah Agung mengenai Putusan tidak bernasab secara syariat ini menimbulkan keraguan atau
mengambang dikarenakan semua hubungan keperdataan yang ditetapkan lembaga peradilan yang berbasis
kepada ajaran Islam seharusnya sebagai produk yang setara dengan ajaran syariat Islam; (5) Implikasi Putusan
Mahkamah Agung ini anak tanpa nikah dinasabkan kepada ibu dan ayahnya maka anak berhak atas semua
biaya hidupnya hingga mandiri dan berhak mendapat harta waris dari kedua orangtuanya, terutama dari
ayahnya yang sebelumnya dinyatakan tidak berhak, dan berhak diwalikan oleh ayah kandungnya jika anaknya
perempuan.
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ABSTRACT

Khalid Gailea. Critical Legal Studies of the Supreme Court Decision on Determining the
Origin of Unwed Children and the Implications for Children's Civil Rights.

The scholars think that children (the result of adultery) do not have a family or civil relationship between
themselves and their father; what exists is a family relationship between the child and his mother. Another
opinion is that illegitimate children also have no ancestral relationship between them and their mothers
because the relationship is measured by whether or not a marriage is valid. This provision is contained in
Article 43 paragraph (1), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, however, the Constitutional Court
Decision Number 46/PUU-VIII/2010 stipulates that illegitimate children can have their lineage and civil
status related to their father and mother, then the Decision of Supreme Court, Number 751 K/Ag/2017 also
states that children without marriage or adultery can have blood relationship with their biological father and
mother but not kinship based on syariah blood relations.

This research aims to analyze the following: (1) the substance of the decisions and legal arguments
determined by the Supreme Court in deciding and determining the position of unmarried children; (2) the
legal approach used by the Supreme Court in deciding and determining the position of unwed children; (3)
criticism of the consistency of interpretation and application of the law of the Supreme Court Decision in
deciding and determining the position of unwed children; (4) criticism of the ambiguity in the substance of the
Supreme Court's decision in deciding and determining the position of unwed children; and (5) The legal
implications of the Supreme Court's decision which has determined the origin of children without marriage to
the child's civil rights.

The rationality of this research is (1) Grand Theory: Magqasid Syari'ah theory by Muhammad al-
Syathibi in his book al-Muwafaqot, which emphasizes that maqasid al-syari'ah is an important concept in the
study of Islamic law. The essence of the maqashid al-syari'ah theory is to attract benefits and reject madharat;
(2) Middle Rangs Theory: Law Enforcement Theory from Cst Kansil, according to which law enforcement is
ensuring that the law applies to all levels of society without exception. The enforcement of the law referred to
is a legal decision that is only based on the law that applies normatively, meaning according to the provisions
of the applicable laws and regulations which regulate with certainty; (3) Applied Theory: Criticism of Islamic
Law (Critical of Islamic Legal Studies) from Muhammad Ali Safa'a in his work entitled Critical Legal Studies
Movement, according to him Islamic law's solution to legal doctrine uses three methods, namely: (1)
Trashing, namely a step towards the antithesis of the legal thinking that has been formed. This method is used
to show that in the doctrine there are contradictions and one-sided conclusions based on doubtful
assumptions; (2) Deconstruction, namely an attempt to dismantle thoughts that have been formed. By
dismantling, legal thinking can be reconstructed; and (3) Geneology, namely the method of using history to
convey arguments. This is used because historical interpretation is often dominated by those who have
authority.

This type of research is qualitative. The method is descriptive analysis, using a normative juridical
approach. The primary data source is the decision of the constitutional court and the Supreme Court regarding
determining the origin of unwed children. Secondary data: Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and
Child Protection Law. Tertiary data: Books, books, journals, and other literary media. Data was collected
using literature and documentary methods and analyzed using content analysis methods.

Research conclusions: (1) Analysis of the substance of the Supreme Court's decisions and legal
arguments as a form of legal protection and benefit for those according to legal rules that follow the benefit
and existence of the marriage of both parties; (2) the legal approach used by the Supreme Court is the benefit
approach, normative juridical approach, administrative juridical approach, and legal facts approach in the
Court that the father admits that his child is his flesh and blood; (3) criticism of the consistency of
interpretation and application of the law is considering that there is an error in applying the law or breaking
the law because the status of a child born outside a legal marriage can be recognized and can be proven as a
biological child having a blood relationship (mahram relationship) and also a civil relationship with the
biological father. ; (4) Criticism of the ambiguity in the substance of the Supreme Court's decision regarding
decisions that are inconsistent with Sharia law raises doubts or is floating around because all civil relations
determined by judicial institutions that are based on Islamic teachings should be products that are equivalent
to the teachings of Islamic Sharia; (5) this Supreme Court Decision implies that children without marriage are
assigned to their mother and father, so the child has the right to all his living expenses until he is independent
and has the right to inherit property from both parents, especially from his father who was previously declared
ineligible, and has the right to be protected by his biological father of her daughter.
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